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ABSTRAK

Hukum Islam mengatur segala sesuatu dengan sangat adil sebagaimana
yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, termasuk dalam mengatur pembagian
harta waris yang menjunjung tinggi keadilan. Turunnya ayat Al-Qur’an mengenai
pembagian harta waris yang menjadikan perempuan sebagai ahli waris,
disebabkan karena pada zaman jahiliyyah nasib kaum perempuan sangat
memprihatinkan, dalam hal kewarisan perempuan tidak berhak mendapatkan harta
waris, bahkan ia menjadi objek yang diwariskan. Turunnya ayat-ayat kewarisan
memberikan penghargaan dan keadilan bagi perempuan, dengan dijadikanya
perempuan sebagai subjek warisan menjadikan mereka bahagia. Namun dalam
kenyataanya sekarang ini, umat Islapa#Beg ak yang membagi harta waris tidak

zaman sekarang it k entByan lebih mandiri,
mereka memp m. b:
pembagian
peneliti
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mengenai kesetaraan gender ini terdapat perbedaan pendapat, sebagian menerima
dan dapat dijadikan hukum dengan alasan demi kemaslahatan bersama dan harus
melalui musyawarah keluarga, sedangkan sebagian yang lain menolak karena
tidak sesuai dengan al-Qur’an.
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum keradgt, dan Allah melarang dari perbuatan
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! Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV
Penerbit Diponegoro, 2014), h. 277.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang
skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab

judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian

akhiran ~an, yaite

banding(an)?
2. Gender/génder/ n jenis kelamin.® Gender® adalah suatu konsep yang

digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan

’Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1404.

*Ibid, h. 439.

*Gender sering juga disebut gender, namun kata ini lebih dikenal dengan istilah gender.



dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan
laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.”

3. Pembagian harta waris, dalam bahasa Arab disebut juga al-miirats,
menurut bahasa artinya perpindahan sesuatu dari seseorang kepada
seseorang lainnya atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya. la lebih

umum daripada harta atau ilmu atau kebesaran dan kemuliaan.®

: — 42 ]
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: |
' esantren*atau mselbymu,ga,hral adzg-lah sebut bagi alim ulama

penulis menggunakan kata kyai karena lebih sering digunakan oleh
umum. Selain kyai data juga diambil dari ustad®™ yang mengajar
dipesantren mengenai pembagian harta waris yang mana bagian anak

laki-laki dan perempuan itu sama.

®Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an (Jakarta:
Paramadina, 2001), h.35.
jMuhammad Ali Ash-Shabuni, IImu Hukum Waris (Jakarta: Gema Insani,1995), h.26.
Ibid.
®Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., h.1062.
°Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 16 April 2016.
Guru agama atau guru besar (laki-laki).



6. Pondok pesantren Roudlotul Jannah adalah pondok pesantren
salafiyah'! yang terletak di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo
Kabupaten Lampung Tengah, di bawah asuhan Kyai Jalil
Abdirrahman, S.Ag.

Jadi, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah kesamaan hak

yang didapat dalam hal pembagian harta orang yang telah meninggal
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waris dalam Al-Qur’an

dan Hadis, yang paoa penelitian ini adalah pembagian
harta waris terhadap bagian yang didapat anak laki-laki dan
perempuan. Bahwasanya pada masyarakat Desa Bangunrejo
Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ada yang

membagi harta waris di mana dalam pembagiannya disamaratakan

antara anak laki-laki dan perempuan. Dengan adanya kenyataan seperti

pondok pesantren tradisional.



ini membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai masalah
ini.
2. Alasan subjektif
a. Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas khususnya di
lingkungan Fakultas Syariah 1AIN Raden Intan Lampung, yaitu

mengenai “KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN

KYAI  PESANTREN

gngunrejo Kecamatan
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3 ram StudlAI Ahwawmyakhswah

C. Latar Belakang asa A
Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta

kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta waris
telah diatur di dalam Al-Qur’an secara qath’i, baik bagian anak laki-laki,
anak perempuan, ayah, ibu, isteri, suami dan lain-lain telah ditentukan
bagiannya masing-masing. Bagian yang didapat ahli waris berbeda antara
yang satu dengan yang lainnya, misalnya anak laki-laki mendapatkan dua

kali bagian anak perempuan.



Secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda, maka fungsi-
fungsi sosial ataupun kerja dalam masyarakat pun berbeda. Laki-laki
selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, sedangkan
perempuan yang melahirkan anak ada di dalam rumah. Perempuan
bertugas pokok membesarkan anak, sedangkan laki-laki bertugas mencari
nafkah. Sehingga bagian harta waris yang didapatkannya pun berbeda

pula.

: ,.-~keWéfi§3d ‘&éfﬁdbungan_ dengan sistem
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is di Indonesia
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Sagi Qrang-orang(mqwﬁsm aalﬂae/ang}—beragam slam di pelbagai

uran Warisan dan
Hukum agama Islam.

3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum
warisan dari agama Islam.

4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari

Burgerlijk Wetboek (Buku I title 12/18, pasal 830-1130).

'2Beni Ahmad Saebani, Figh Mawaris (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 17.



Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris,
yaitu hukum Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari Burgerlijk
Wetboek (BW). Dalam pembagian harta waris bagi umat Islam telah diatur
di dalam Al-Qur’an, namun ada sebagian masyarakat yang tidak patuh
terhadap hukum syara’ terutama mengenai bagian anak laki-laki dan anak

perempuan, mereka meyakini bahwa antara laki-laki dan perempuan

memiliki hak yang sama d3 gmbagian harta waris. Artinya, antara

e ] | et ' o
glan ha ta vi/au; Mere;& €Ng | argghak laki-laki
A )

oleh pemikiran barat yang memang telah banyak berpendapat mengenai
kesetaraan gender, melainkan memang murni pemikiran sendiri yang
tumbuh dan berkembang dalam sistem kepercayaan masyarakat.

Meskipun pandangan-pandangan tersebut di atas bertentangan
dengan sistem waris dalam Islam yang diterangkan dalam Al-Qur’an,
namun kesetaraan gender dalam hal pembagian harta waris di Desa ini

telah lama ada dan masih banyak digunakan sampai sekarang.



Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam
mengenai kesetaraan gender dalam pembagian harta waris, yang akan
penulis susun dalam sebuah skripsi yang berjudul “KESETARAAN
GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF
KYAI PESANTREN ROUDLOTUL JANNAH” (Studi di Desa

Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah).
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adalah untuk

Roudlotul Jannah
tentang kesetaraan gender dalam pembagian harta waris.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:
a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai
kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan,
dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para

mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna



bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan
Figh Islam.

b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Dalam rang
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b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai
subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji

hipotesis.*?

B37ainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 105.



2. Sumber Data
Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka
yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :
a. Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik
melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian

diolah oleh peneliti.** Sumber data primer dalam penelitian ini

yaitu melalui inte #eggan para kyai Pondok Pesantren

Jannah bersdmaipkyal Jalil _AbD®#sahman, Ustad Aman

5/;' ._U‘%G\ful Anwar 0 Ustad Sanusi

Y N e
1 \

primer,

ilmiah.*

A0 er) Qerﬁﬁa‘lllas?n

\ l/f\ N
Pend@n pulan E)ata RAapepn inTad
(

et AMPUNG,-_’_“
1az4mr1ya31—kena' i

g8k ikit tiga jenis alat

pengumpulan data, vyaitu studi dokumen atau bahan pustaka,
pengamatan atau observasi, dan wawancara dan interview. Mengingat
penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dalam penelitian
ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Interview, yaitu sebagai proses tanya jawab yang mana dua orang

atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam hal ini yang

Ibid, h.106.
B1bid, h. 107.



dilakukan adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah
terstruktur dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan
demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable
dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.*®

b. Dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah

dan sebagainya.'’

4. Pengolahg an.AnZa'Ii's:isiEata‘v\}‘—

g . -
. '.yarﬁk teilde Rl

‘ dan dapart- segemadlpéﬁ'e@pkan untdk kepeyfu
' A Mpun &

2) Bkizi/|] atau Sistematisasi, e

diperol

berikutnya.

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika
bahasan berdasarkan urutan masalah.'® Yang dimaksud dalam
hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Data
yang sudah di edit dan diberi tanda dikelompokkan menurut

klasifikasi dan urutan masalah.

'eSutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi
UGM, 1986), jilid I, h. 217.

YSuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Rineka
Cipta, 1999), h. 206.

Ibid. h. 29.



b. Analisa Data
Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa permasalahan
kesetaraan gender dalam pembagian harta waris yang terjadi di
masyarakat Desa Bangunrejo yaitu 1:1. Dalam analisis kualitatif

penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu setelah

penulis  melakukg N Vg dengan responden yang

itu harus dihilangkan), dan juga al-urf (adat). Selain itu pendapat
para tokoh agama seperti Hazairin yang mengemukakan persamaan
hak antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris,
yaitu laki-laki dan perempuan semua berhak mendapatkan harta
waris. Lebih rinci lagi Quraish Shihab yang berpendapat
pembagian harta waris harus sesuai dengan ayat Al-Qur’an yaitu

2:1, dan Munawir Sadjali yang lebih fleksibel dengan pendapatnya



yaitu pembagian harta waris dapat dibagi setara (1:1) dengan
melihat situasi dan kondisi ahli waris. Secara umum pembagian
harta waris harus sesuai dengan ayat Al-Qur’an, namun apabila
pembagian tersebut menimbulkan kekacauan dalam keluarga maka

boleh dimusyawarahkan dan ditentukan bagiannya sesuai dengan

rasa keadilan para ahli waris.

RApEn (NTAN
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LANDASAN TEORI

A. KESETARAAN GENDER
1. Pengertian Gender
Kata gender berasal dari bahasa inggris gender yang bermakna

jenis kelamin.*® Gender juga sering disebut dengan jender, namun kata
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konsep gender gan usaha emansipasi kaum

perempuan. Ketidakjelasan tersebut timbul disebabkan oleh kurangnya

9John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, cet. XXV, 2003), hal. 265.

**Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1404.

“Nasaruddin  Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an (Jakarta:
Paramadina, 2001), h. 35.

22Sjti Muslikhati, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam
(Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 19.



penjelasan tentang kaitan antara konsep gender dengan masalah
ketidakadilan lainnya.?®

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara
kata gender dan sex. Sex dalam bahasa inggris diartikan sebagai jenis
kelamin yang menunjukkan adanya penyifatan dan pembagian dua

jenis kelamin manusia secara biologis, yaitu laki-laki dan perempuan.

gerempuan  memiliki

io- kuItL[ral D]r:d“laz oo
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dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam
masyarakat. Dalam dataran ini, ada garis yang bersifat culture, di mana
ciri dan sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan bisa
saja dipertukarkan karena hal tersebut tidak bersifat kodrati.?*

2. Ayat Al-Qur’an Tentang Gender

“Mansour Fakih, Gender dan Transformasi Sosial, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar: 2004),
hal. 7.

#Siti Muslikhati, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam
(Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 19.



Nasaruddin Umar dalam bukunya Argumen Kesetaraan Gender
Perspektif Al-Qur’an menjelaskan tentang istilah-istilah yang sering
digunakan al-Qur’an dalam mengungkapkan status gender seseorang.
Identitas gender dalam al-Qur’an dapat dipahami melalui simbol dan

bentuk gender yang digunakan di dalamnya.

Al-Rijal (gender laki-laki) dan al-Nisa’ (gender perempuan) adalah

dan persqkszk dengtm ua o ang sak tlari orang-orang
(d1 antaraml,ff‘ fika tek": adu orang #¥laki, Maka (boleh)

gEgtrerT o saksi-saksi yang
kamu ridhai, : §=SEDrang Iupa Maka yang seorang
mengingatkannya... ”

b. Q.S.al-Nisa’ ayat 32
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“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah

dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.
(karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka



usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang
mereka usahakan...”

c. Q.S.al-Nisa’ ayat 34
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“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian

yang lain (perempua an karena mereka (laki-laki) telah
memberikan na 26

T

ha

Sedangkan kata al-Nisa’ dalam arti gender perempuan dapat

dipahami dari beberapa ayat berikut ini:

a. Q.S.al-Nisa’ ayat 7
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“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua
orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian
(pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya,
baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. '
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b. Q.S.al-Nisa’ ayat 32

“Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV
Penerbit Diponegoro, 2006), h. 83.

*°Ibid. h. 84.

#"Ibid. h.78.



“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.
(karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka
usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang
mereka usahakan...”

-~

Kategori al-Rojul dan an-Nisa’ menuntut sejumlah kriteria tertentu
yang bukan hanya mengacu pada jenis kelamin, akan tetapi juga
mengacu pada kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat-sifat
kejantanan (maskulin) dan sifat kelembutan khas perempuan (feminin).
Kedua kata ini digunakan untuk menggambarkan kualitas moral dan
budaya seseorang. Berbeda dengan penggunaan lafadz al-
Dzakar dan al-Untsa yang lebih berkonotasi kepada persoalan biologis
(sex) semata sehingga kedua kata ini juga digunakan untuk jenis

(species) lain selain bangsa manusia.?®

Sebagai contoh, untuk memahami perbedaan istilah di atas adalah
dengan melihat masalah persaksian yang dijelaskan dalam Q.S. Al-
Bagarah ayat 282. Pada ayat tersebut mengindikasikan bahwa tidak
semua yang berjenis kelamin laki-laki mempunyai kualitas persaksian
yang sama. Kata al-Rijal dalam ayat tersebut lebih ditekankan kepada

aspek gender laki-laki, bukan kepada aspek biologisnya sebagai

“Nasaruddin Umar, Op. Cit. h. 145.



manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Anak laki-laki di bawah
umur, laki-laki hamba, dan laki-laki yang tidak normal akalnya tidak
termasuk dalam kualifikasi saksi yang dimaksud dalam ayat tersebut di
atas karena laki-laki terebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi

dalam hukum islam.

Sedangkan mengenai perbandingan persaksian seorang laki-laki
yang sebanding dengan dua orang perempuan, menurut Muhammad
Abduh adalah dapat dimaklumi karena tugas dan fungsi perempuan
ketika itu hanya disibukkan dengan urusan-urusan kerumahtanggaan,
sementara laki-laki bertugas untuk urusan-urusan sosial ekonomi di
luar rumah. Bukannya perempuan lemah ingatan dan kecerdasannya
dibanding laki-laki.?

e R S B ST LN 'y J

3. Teori Kesetaraan Gender tentang Waris

Menurut Hazairin sistem kemasyarakatan dalam Al-Qur’an adalah
sistem  kemasyarakatan  bilateral, dan  karenanya  sistem
kewarisannyapun bercorak bilateral juga.*® la menyimpulkan ini
dengan berlandaskan pemahamannya mengenai surat An-Nisaa ayat
11, yaitu menjadikan semua anak baik anak laki-laki maupun anak
perempuan, menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ayah dan ibunya).
Dan surat An-Nisaa ayat 12 dan 176, yaitu menjadikan saudara sebagai

ahli waris bagi pewaris yang punah, tidak peduli pewarisnya laki-laki

2% Ibid. h. 148.
% Sistim kewarisan bilateral adalah sistim kewarisan yang berdasarkan sistim keturunan
bilateral yaitu seseorang menghubungkan dirinya dengan ayah dan juga ibunya.



atau perempuan dan ahli warisnya saudara laki-laki maupun saudara
perempuan.®* Ini merupakan sistem kewarisan bilateral karena tidak
hanya memandang satu pihak saja yaitu pihak laki-laki atau pihak
perempuan, tetapi kedua pihak itu sama-sama mendapatkan hak untuk
saling waris-mewarisi, baik laki-laki atau perempuan.

Lebih spesifik lagi mengenai pembagian harta waris yaitu bagian
untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam pembagian harta
waris sekarang ini, banyak orang khususnya para ulama berbeda
pendapat dalam memahami Al-Qur’an surat An-Nissa ayat 11 ini,
yaitu mengenai konsep keadilan antara laki-laki dan perempuan, di
mana anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan.

Quraish Shihab berpendapat, surat An-Nisa ayat 11 ini merupakan
perincian atas bagian waris, baik laki-laki maupun perempuan yang
ditinggal mati oleh bapak-ibu dan kerabatnya. Ayat tersebut
menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak
yang sama untuk mendapatkan harta waris atas kekayaan yang
ditinggalkan oleh bapak-ibu dan kerabatnya yang meninggal dunia.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 7:*

* Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith (Jakarta: Tintamas
Indonesia, 1982), h. 14.

¥Mohammad Nor Ichwan, Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender
(Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), h. 147.
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“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak

dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Quraish Shihab menilai, bentuk pembagian 2:1 bukan berarti ayat
tersebut sebagai bentuk penindasan dan atau sikap ketidakadilan
terhadap anak perempuan tentang soal harta warisan, justru ayat ini
ingin menegaskan bahwa anak perempuan sebenarnya juga memilki
hak yang sama dengan anak laki-laki. Yakni, mereka sama-sama
berhak menerima harta warisan. Sebab, pada masa jahiliyyah anak
perempuan tidak memiliki hak sama sekali atas harta warisan.

Lebih lanjut, menurut Quraish Shihab dalam masalah ini tidak
mungkin untuk mempersamakan antara laki-laki dan perempuan, baik
dari segi ilmu pengetahuan maupun agama. Adanya perbedaan antara
keduanya, mau tidak mau harus diakui keberadannya. Bahkan
mempersamakannya akan menciptakan manusia baru, yaitu bukan
laki-laki dan bukan pula perempuan. Secara tegas Quraish Shihab

menjelaskan sebagai berikut:*

“Sangat sulit untuk menyatakan bahwa perempuan sama
dengan lelaki, baik atas nama ilmu pengetahuan maupun agama.

% M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an
(Jakarta:Lentera Hati, 2002), Vol. I, h. 369.



Adanya perbedaan antara kedua jenis manusia itu harus diakui,
suka atau tidak. Mempersamakannya hanya akan menciptakan
jenis manusia baru, bukan lelaki bukan pula perempuan. Kaidah
yang menyatakan fungsi/peranan utama yang diharapkan
menciptakan alat, masih tetap relevan untuk dipertahankan.
Tajamnya pisau dan halusnya bibir gelas, karena fungsi dan
peranan yang diharapkan darinya berbeda! Kalau merujuk kepada
teks keagamaan — baik al-Qur'an maupun Sunnah — ditemukan
tuntunan dan ketentuan hukum yang disesuaikan dengan kodrat,
fungsi dan tugas yang dibebankan kepada mereka.”

Dalam perspektif ini, pembagian harta waris sebagaimana yang
telah Allah tetapkan dengan dua banding satu tidak perlu dimodifikasi
lagi. Menurut Quraish, laki-laki berhak mendapatkan dua kali lipat
bagian perempuan karena laki-laki dibebani oleh agama untuk
membayar mahar, membelanjai istri dan anak-anaknya, sementara
perempuan tidak demikian. Mengenai hal ini Quraish Shihab
mengatakan sebagai berikut:*

“Pria dibebankan oleh agama membayar mahar, membelanjai
istri dan anak-anaknya, sedang perempuan tidak demikian. Maka
bagaimana mungkin, al-Qur’an dan Sunnah akan mempersamakan
bagian mereka? Bahkan, boleh jadi tidak keliru pendapat asy-
Sya’rawi yang menyatakan bahwa jika berbicara tentang
kepemihakan, maka sebenarnya al-Qur'an lebih berpihak kepada
perempuan yang lemah itu daripada lelaki. Lelaki membutuhkan
istri tetapi dia yang harus membelanjainya. Wanita juga
membutuhkan suami tetapi dia tidak wajib membelanjainya,
bahkan dia yang harus dicukupi kebutuhannya. Kalau kita berkata
bahwa lelaki harus membelanjai wanita, maka bagiannya yang dua
kali lebih banyak dari wanita sebenarnya ditetapkan Allah untuk
dirinya dan istrinya. Seandainya dia tidak wajib membelanjainya,
maka setengah dari yang seharusnya dia terima itu dapat
mencukupinya. Di sisi lain, bagian wanita yang satu itu,
sebenarnya cukup untuk dirinya — sebagaimana kecukupan satu
bagian buat pria seandainya dia tidak nikah. Tetapi jika wanita
nikah, maka keperluan hidupnya ditanggung oleh suami, sedang
bagiannya yang satu dia dapat simpan tanpa dia belanjakan. Nah,

*1bid., h.435.



siapakah yang habis dan siapa pula yang utuh bagiannya jika dia
nikah? Jelas lelaki, karena dua bagian yang dimilikinya harus
dibagi dua, sedang apa yang dimiliki oleh wanita tidak
digunakannya sama sekali. Jika demikian, dalam soal waris
mewarisi ini, keberpihakan Allah kepada perempuan lebih berat
daripada keberpihakan-Nya kepada lelaki.”

Masih soal pembagian waris ini, Quraish nampaknya sependapat
dengan Thabathaba'i yang mengatakan bahwa pemberian untuk lelaki
dua kali lipat pemberian untuk perempuan, bukan saja di samping
mereka mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri dan
keluarganya, tetapi juga karena lelaki memiliki keistimewaan dalam
bidang pengendalian emosi yang lebih tinggi dari wanita. Ini
menunjukkan bahwa pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal
harus didahulukan daripada pengendaliannya atas dasar emosi.
Selanjutnya, perintah berbuat adil dalam memperlakukan keluarga,
mengantar lelaki untuk menafkahkan sebagian dari dua bagian yang
dimilikinya itu untuk istri dan keluarganya. Dengan keistimewaan
wanita dalam bidang kehalusan perasaan, rahmat dan kasih sayang,
serta kemampuan lelaki dalam pengendalian emosi, maka tercipta
kerjasama yang baik antara keduanya, dan dari sanalah bermula
kehadiran masyarakat sejahtera.*

Quraish Shihab dalam memahami konsep kadilan mengenai

pembagian harta waris, sebagaimana yang dijelaskan al-Qur'an

merupakan aturan yang paling adil dalam semua perundangan yang

*Mohammad Nor Ichwan, Op. Cit., h. 154,



dikenal selama ini. Secara garis besar keadilan sistem tersebut
terangkum dalam hal-hal berikut:®

Pertama, hukum waris ditetapkan oleh syariat bukan oleh pemilik
harta, tetapi itu tanpa mengabaikan keinginan pemilik, karena ia masih
berhak menentukan sepertiga dari harta yang ditinggalkannya itu
sebagai wasiat kepada siapa yang dinilainya membutuhkan atau wajar
diberi selain dari yang berhak menerima bagian warisan. Tetapi wasiat
itu tidak boleh dilaksanakan bila bermotifkan maksiat atau mendorong
berlanjutnya kemaksiatan.

Kedua, harta waris yang ditetapkan Allah pembagiannya itu,
diberikan kepada kerabat yang terdekat, tanpa membedakan antara
yang kecil dan yang besar. Anak-anak mendapat bagian yang lebih
banyak dari lainnya karena mereka merupakan pelanjut dari orang
tuanya yang meninggal yang pada galibnya masih lemah. Meskipun
demikian, selain mereka masih ada yang berhak menerima seperti ibu,
nenek, bapak, kakek, walau dalam jumlal yang lebih kecil.

Ketiga, dalam pembagian diperhatikan juga sisi kebutuhan. Atas
dasar ini, bagian anak menjadi lebih besar. Sebab kebutuhan mereka
lebih banyak dan mereka diduga masih akan menghadapi masa hidup
yang lebih panjang. Pertimbangan kebutuhan ini pula yang menjadikan
bagian perempuan separuh dari bagian lelaki sebab kebutuhan lelaki

terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan memberi nafkah kepada

% M. Quraish Shihab,Op. Cit., h. 433-445,



anak dan istri. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia di mana wanita
bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak, sedangkan
lelaki bekerja mencari nafkah di luar rumah dan menyediakan
anggaran kebutuhan rumah tangga. Demikian keadilan diukur dengan
kebutuhan, karena bukanlah keadilan apabila keduanya diperlakukan
sama sementara tuntutan kebutuhan dan kewajiban masing-masing
berbeda.

Keempat, ketentuan pembagian warisan ini, adalah distribusi,
bukan monopoli. Sehingga harta warisan tidak hanya dibagikan kepada
anak sulung saja, atau laki-laki saja atau anak-anak yang meninggal
saja. Kerabat yang lain, seperti orang tua, saudara, paman, juga berhak.
Bahkan hak waris juga bisa merata dalam satu suku, meskipun dalam
prakteknya diutamakan dari yang terdekat. Hampir tidak pernah
terjadi, harta warisan diterima oleh satu orang saja.

Kelima, wanita tidak dihalangi menerima warisan, seperti yang
terjadi dalam masyarakat Arab dahulu. Dengan demikian, Islam
menghargai wanita dan memberikan hak-haknya secara penuh. Bahkan
hukum waris ini memberi juga bagian warisan kepada kerabat pihak
perempuan, seperti saudara lelaki dan perempuan dari ibu. Hal ini
merupakan penghargaan terhadap wanita, yang sebelumnya belum
pernah terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas dalam pembagian warisan ini

Quraish Shihab tetap berpegang pada bunyi teks yang menyatakan



bahwa laki-laki mendapatkan harta warisan dua kali lipat daripada
perempuan.

Dalam hal menyikapi pembagian harta waris yang mengatakan
bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak
perempuan, Munawir mengungungkapkan ketentuan tersebut sudah
banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Hal itu diketahui oleh Munawir
ketika mendapatkan kepercayaan menjabat sebagai Menteri Agama.
Ketika menjadi Menteri Agama, Munawir, mendapat laporan dari
banyak hakim agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah yang
kuat Islamnya, seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan,
tentang banyaknya penyimpangan dari ketentuan Al-Qur’an tersebut.
Para hakim agama menyaksikan, apabila seorang meninggal dunia,
maka ahli warisnya meminta fatwa kepada pengadilan agama untuk
memberikan fatwa sesuai dengan waris atau faraid. Namun demikian,
fatwa ini tidak dipakai oleh masyarakat tetapi meminta kepada
pengadilan negeri agar diperlakukan sistem pembagian yang lain, yang
tidak sesuai dengan hukum faraid. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh
orang awam, tetapi juga tokoh organisasi Islam yang menguasai ilmu-
ilmu keislaman.*’

Sementara itu, banyak kepala keluarga mengambil kebijaksanaan

pre-emptive, mereka tidak memberlakukan 2:1, tetapi membagikan

%" Munawir Sjadzali, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas,
1988), h. 4.



sebagian besar dari kekayaannya kepada anak-anaknya sama rata
sebelum meninggal dunia tanpa membedakan jenis kelamin, dengan
alasan sebagai hibah. Dengan demikian maka pada waktu mereka
meninggal, kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan
habis sama sekali. Harta yang sedikit itu dapat dibagi sesuai dengan
hukum faraid, sehingga tidak terjadi penyimpangan.® Namun yang
menjadi masalah apakah perbuatan tersebut sudah melaksanakan
ajaran agama yang benar? atau bahkan merupakan perbuatan yang
main-main terhadap agama. Oleh karenanya, Munawir mengemukakan
gagasannya tentang reaktualisasi hukum lIslam dilatarbelakangi oleh
sikap mendua yang dipraktekkan oleh masyarakat Islam tersebut, baik
terpelajar maupun awam. Beliau mengemukakan bahwa Al-Qur’an
menganut nasakh (pembatalan). Dengan demikian, bagian 2:1 bisa
dinasakhkan atau dibatalkan hukumnya. Hal ini didasarkan pada
budaya dan adat Arab setempat, maka hukum tersebut dapat
digugurkan oleh hukum yang lebih sesuai dengan waktu terakhir (adat
baru). Seperti yang terjadi di Indonesia di mana wanita tidak lagi
bergantung pada laki-laki sebab mereka sudah mampu bekerja sendiri
(menjadi mitra).

Munawir mengemukakan gagasannya tentang reaktualisasi hukum
waris boleh jadi karena dia mempunyai pengalaman pribadi. Dimana

pada saat itu dia memiliki tiga orang anak lelaki dan tiga orang anak

% Ibid, h. 5.



wanita. Tiga anak lelakinya tersebut menyelesaikan pendidikannya di
salah satu universitas luar negeri dan biayanya ditanggung oleh
Munawir sendiri, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya atas
kemauan mereka sendiri tidak meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi
hanya memilih dan belajar di sekolah kejuruan yang jauh lebih murah
biayanya. Persoalannya kemudian yang dipikirkan oleh Munawir
apakah anak lelaki saya yang sudah diongkosi mahal dan belajarnya di
luar negeri masih menerima dua kali lebih besar dari apa yang akan
diterima anak perempuan saya manakala saya meninggal dunia.
Persoalan ini diajukan Munawir kepada salah seorang ulama yang luas
ilmu tentang agama.

Ulama tersebut tidak dapat memberikan fatwa. Beliau hanya
memberitahukan apa yang beliau alami sendiri dan ulama lain telah
melakukannya. Mumpung masih hidup, lalu beliau membagi sama rata
harta kekayaannya kepada putra-putrinya sebelum meninggal sebagai
hibah. Dengan demikian kalau beliau meninggal sisa sedikit yang
harus dibagi menurut faraid.

Mendengar jawaban tersebut, Munawir kemudian termenung
sebentar lalu bertanya apakah dari segi keyakinan Islam kebijaksanaan
tersebut tidak lebih berbahaya. Sebab menurutnya, beliau membagi
rata kekayaannya kepada putra-putrinya sebagai hibah sebelum
meninggal dunia. Dengan demikian ulama tersebut tidak percaya

kepada hukum faraid, sebab kalau percaya maka beliau tidak



menempuh jalan yang lain lagi. Hal ini banyak dilakukan oleh
masyarakat Islam dewasa ini.
B. KEWARISAN DALAM ISLAM
1. Pengertian Hukum Waris dalam Islam
Waris, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang

yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.*

Louis Makluf e a0 _dalam bukunya Al-Munjid fi Al-

Lughah i MR- lant hukum wa('s dalam ajara
, ; Vald e \ . W
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Adapun hukum waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)
pada pasal 171 huruf (a) adalah hukum yang mengatur tentang

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1556.

*®Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h.
49.

*'Effendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

*Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2008), h. 204.



menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
bagiannya masing-masing.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diartikan hukum
waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta
kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya

yang masih hidup yang berhak menerima harta tersebut dan berapa

\ \) m 43“1

“Allah m[‘m’_(yar ke n oW . «

] i'..

isan untuk) (d ak‘analg__‘ |t"‘)' ag1a{ eoram?n
deng eraHaglarr dua oranga-nﬁk pfrq itan
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n harta waris anak

laki-laki dan anak aki-laki mendapat dua bagian
perempuan. Hal itu karena laki-laki perlu biaya untuk memberikan
belanja kepada keluarganya. Jadi, pantaslah bila laki-laki diberi bagian

dua kali lipat dari bagian yang diberikan kepada wanita.**

**Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit. h. 78.
*“Muhammad Nasib Ar-Rifa’l, Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir
terjemahan Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 498.



Kewajiban suami terhadap istri dalam Kompilasi Hukum Islam
dijelaskan secara rinci sebagai berikut:*
a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya,
akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-
penting diputuskan oleh suami istri bersama.

b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

engobatan

S bag{ '|$t[|lq§ﬂanékL.\3 ‘Ey:/fl
) - (| |5 4
‘ Blaya pquldlkan :bﬁ@l %‘maka !— < g
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huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna
dari istrinya.

f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila

istri nusyuz.

*Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), h. 161-162.



3. Asas-Asas Hukum Waris Islam
Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum
dalam Al-Qur’an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi
Muhammad SAW. dalam Sunnahnya. Dalam pembahasan ini, akan
dikemukakan beberapa asas hukum waris Islam. Asas-asas tersebut

adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan

berimbang dan asas sea cematian.*

Y _{L-%?‘ . 7./ ,
Asas bﬁate al .{_,- % o |
- | f I e, - A [
‘ ang di maksudm ggmgp,u‘ AASaS énla eraj alam  kewarisan

mendbasieage ar "; w '__,‘__._ @llharta waris, harta
beralih melalui dua arah. Artinya, setiap orang menerima hak
kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu pihak garis keturunan laki-
laki dan pihak garis keturunan perempuan.
c. Asas individual
Asas individual dalam kewarisan menurut hukum Islam adalah

setiap ahli waris berhak atas bagiannya masing-masing

*®Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2008), h. 17.



sebagaimana yang telah ditentukan. Dimana harta waris yang
didapat dimiliki secara perorangan tanpa terikat dengan ahli waris
yang lain.
d. Asas keadilan berimbang
Dalam konteks hukum kewarisan Islam dalam hubungannya

dengan hak yang menyangkut materi, kata tersebut dapat diartikan

sebagai  keseimbage hak dan kewajiban dan

ggan keperluan dan

belum [memhqgaI‘dU M3

|

| ’|
L%, *I.‘.

a

ku lain disebutkan
ada penambahan beberapa asas dalam hukum waris Islam diantaranya
adalah:*®
f. Asas Integrity (ketulusan)
Asas ini adalah dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam
diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan

aturan yang diyakini kebenarannya.

4T i
Ibid. h. 24.
“Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2015), h. 32-33.



g. Asas Ta’abudi (Penghambaan Diri)

Maksud dari asas ini adalah melaksanakan pembagian waris
secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada
Allah SWT.

h. Asas Huququl Maliyah (Hak-hak Kebendaan)

Asas ini adalah hak-hak kebendaan yang artinya hanya hak dan

Iy
qnengha g kematian,
10

."o" \‘ggdang sa‘k {

tadi mereka berhak atas harta warisan.

J.  Asas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi semua harta warisan hingga tidak tersisa lagi adalah

makna dari asas ini.

4. Sistem Kewarisan Islam
Agama Islam telah mengatur sistem pembagian harta waris

secara adil dan terperinci. Berikut pemaparannya:



a. Rukun-Rukun Kewarisan
Adapun rukun-rukun kewarisan adalah sebagai berikut:
1) Muwarrits (pewaris). Yaitu orang yang sudah meninggal dunia,
yang harta peninggalannya berhak untuk diwariskan kepada
ahli waris setelah ia wafat.

2) Al-Warits (ahli waris). Adalah seseorang yang mempunyai

31 A ~sah-m‘e'n'ljrléiésya(‘f\i\;eft—I'sllam atalg jasa memerdekakan
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apa yang dimiliki

seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang
diwarisi oleh warisnya setelah ia meninggal dunia.
b. Syarat-Syarat Kewarisan
Ada beberapa syarat kewarisan, diantaranya:
1) Wafatnya al-muwarits (pewaris), baik wafat secara hakiki

maupun wafat secara maknawi. Maksutnya, harta seseorang

h. 57.

**Syuhada’ Syarkun, Menguasai Ilmu Fara’idh (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2011), h. 15.
**Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),



dapat dibagikan menurut hukum waris apabila seseorang telah
benar-benar meninggal dunia dengan diketahui secara pasti
jasadnya, maupun meninggal secara maknawi dengan adanya
putusan dari hakim.

2) Masih hidupnya al-warits (ahli waris) pada saat pewaris

meninggal dunia. Ahli waris adalah orang yang akan

y §

(et ~—F— x% : o
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c. Sebab-Sebab Mewarisi
Sebab-sebab kewarisan yang menjadikan seseorang berhak
mewarisi harta warisan mayit ada tiga yaitu:>*
1) Hubungan Nasab (kerabat hakiki). Yaitu ayah dan ibu, anak-
anak, saudara, paman (saudara laki-laki ayah), dan siapa saja

yang bernasab kepada mereka.

*'Muhammad Ali Al-Sabouni, Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur’an dan Sunnah
terjemahan Hamdan Rasyid (TT: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 48.



2)

3)

2)

3)

— >
mengh{lan?# lj.pfl]k menda

Hubungan nikah. Yaitu, akad pernikahan yang sah antara suami
istri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan
intim suami istri atau berkhalwat (tinggal berdua). Adapun
pernikahan yang fasid (rusak) atau tidak sah tidak
menimbulkan hubungan kewarisan sama sekali.

Hubungan wala’. Yaitu hubungan kekerabatan yang

disebabkan ka3 dekakan hamba sahaya. Hukum

>~

a‘ﬁak-wafr ]ldlanta ,

“d

Pembunuh pewaris. Apabila seorang ahli waris membunuh
pewarisnya, maka ia tidak berhak memperoleh harta
warisannya.

Perbedaan agama. Orang yang beragama Islam tidak dapat

mewarisi orang kafir.



4) Murtad (keluar dari agama Islam). Seseorang yang murtad
tidak berhak mendapatkan harta waris dari pewaris yang
beragama Islam.

e. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan
Adapun hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan

pewaris sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris adalah

sebagai berikut:

2 . g
Peff'ba)[a'rﬁrﬂ“hutan fhika a2y [

“ Sebelumhartaman%d“pag.ﬂ(an r#»aka terfe dahulu hutang-

irkan. Pembayaran
tersebut melainkan menggunakan harta yang ditinggalkan oleh
pewaris.

3) Penunaian wasiat
Jika setelah pengurusan jenazah dan pembayaran hutang harta
yang ditinggalkan pewaris masih ada, maka harta tersebut
sebelum dibagikan kepada ahli waris terlebih dahulu

membayarkan atau menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris



sebelum pewaris meninggal dunia kepada pihak yang berhak
dan tidak lebih dari 1/3 harta.

4) Pelaksanaan pembagian warisan
Sisa dari harta peninggalan yang sudah ditunaikan untuk
keperluan di atas maka dibagi-bagi kepada ahli waris sesuai

dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’

a di lakl kamﬁg_ara

: \ \m 3 ,“ ' /y g berhak
—E—% : :

i ulama. Oleh-karead agian harta warisan

dimulai dari mereka.

2) Al-‘Ashabah an-nasabiyyah. Sesudah memberikan bagian harta
warisan kepada ashhabul furudh sesuai dengan kadar bagian
mereka, maka langkah selanjutnya adalah memberikan
pembagian harta warisan kepada al- ‘ashabah an-nasabiyyah,

yakni setiap kerabat mayit yang berhak mengambil sisa harta

21bid. h. 46-47.



warisan atau memperoleh seluruh harta warisan jika ia ahli
waris tunggal.

Pengertian ‘ashabah yang sangat masyhur di kalangan ulama
faraid adalah orang yang menguasai harta waris karena ia
menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima

seluruh sisa harta warisan setelah ashabul furudh menerima

dan mengambil.g ing-masing.>

ya,lt\l,.ahll WaFIe
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kakek (damﬂgarﬁzs”paaak) s},\udara [
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i saudara laki-laki

sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman
kandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung,
anak laki-laki paman seayah, mu 'tig dan mu tiqgah (laki-laki
atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

b) ‘Ashabah bi al-gair, yaitu ahli waris yang menerima bagian

sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah

**Muhammad Ali Ash-Shabuni Penerjemah Basmalah, Pembagian Waris Menurut Islam
(Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 60-61.
**Ahmad Rofig, Figh Mawaris (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 60.



menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa
tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak
menerima bagian ‘ashabah). Ahli waris ‘ashabah bi al-
gairi tersebut adalah anak perempuan bersama-sama
dengan anak laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki

bersama cucu laki-laki garis laki-laki, saudara perempuan

sekandung_le Mgglengan saudara laki-laki sekandung

[Uag‘dm. z

peneﬂma bagg@m |(g§hg.é\ah Apllla;a waris lain tadi
'J 8entu. ‘Ashabah ma’

al-gair ini berlaku apabila saudara perempuan sekandung

(seorang atau lebih) karena bersama dengan anak

perempuan (seorang atau lebih), atau bersama cucu

perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih). Dan

saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama

dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).

%51bid. h. 60.



3) Dzawil arham. Adalah semua kerabat yang tidak mendapat
bagian Fardh dan ‘ashabah.®® Seperti saudara laki-laki ibu
(khal) dan saudara perempuan ibu (khalah). Jika mayit tidak
meninggalkan ahli waris dari ashhabul furudh dan ashhabul
‘ashabah, maka yang berhak mewarisi harta warisannya adalah

dzawil arham.

5. Keutamaan Sesama A

riihya tutup

Al-hajb menurut
a penghalang yang
menghalangi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta
warisan.® Pada prinsipnya kerabat yang lebih dekat hubungan

darahnya menghalangi hubungan yang lebih jauh hubungan nya,

*Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-
Qur’an dan as-Sunnah yang Shahih, terjemahan Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir,
2013), h. 131.

*’Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta : Sinar Garafika, 2000), h.
85.

*®Muhammad bin Shalih al-<Utsaimin, Op.Cit. h. 119.



seperti ayah menghalangi kakek unruk mendapat harta warisan karena
kakek kerabat yang lebih jauh hubungannya dengan ayah.*®

Penghalang warisan ada dua yaitu hajb bi washfin (dengan
sifat) dan hajb bi syakhsin (dengan seseorang).

a. Hajb bi washfin

Adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya

Adalaf{Seblag @n ahl'

Na ‘ya ahl‘ warls ta,m,,l%r?ghalmg |ni—ada dua
- - A MpPU N -

tu hajb hirmaan

dan
1) Hajb hirman adalah ahli waris yang terhalang hingga tidak
mendapat harta warisan sama sekali. Penghalang jenis ini
mungkin terjadi pada setiap ahli waris kecuali enam orang ahli
waris yang memiliki garis keturunan langsung kepada si mayat
tanpa ada perantara: ibu, ayah, anak laki-laki dan anak

perempuan serta suami dan isteri.

* Amin Husein Nasution, hukum kewarisan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.
82-83.
pid.



2) Hajb nughshan adalah karena ada penghalang, ahli waris yang
terhalang mendapat sebagian harta warisan, seandainya
penghalang tersebut tidak ada niscaya ia akan mendapatkan
bagian yang lebih banyak. Penghalang jenis ini mungkin terjadi
pada setiap ahli waris tanpa terkecuali.®

6. Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Hukum Waris

gempengaruhi - pelaksanaan  hukum
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muanya hilang dan
belum semuanya digantikan dengan hukum baru menurut yang
diajarkan Islam. Masih banyak masyarakat adat yang
menggunakan hukum adat mereka dalam menyelesaikan
pembagian harta waris.

b. Faktor penyampaian ajaran agama

*!bid. h. 120
2 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat
Minangkabau (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h.324-328.



Dalam kenyataanya masih banyak masyarakat yang kurang
mengerti tentang hukum faraid. Dalam masyarakat memang
banyak diadakan kegiatan pengajian rutin di setiap tempat yang
bisa dipergunakan untuk menyampaian ajaran agama, tetapi dalam
setiap acara pengajian lebih banyak membicarakan tentang ibadah,

akidah dan akhlak, sedikit sekali yang menyangkut muamalat, apa

lagi hukum faraid.

? ungan kekehﬁrgagn

Ada aﬁggip!ag—dan
N atlan dan pew&[eﬁ;qm‘ hanta Wérlsan ba Va bila harta itu
' A MPut N oy
dibag aia s pemibagian yang pasti
(individual), dikhawatirkan akan terjadi keretakan dalam keluarga,
karena pembagian materi dapat membawa ketidakpuasan di
kalangan ahli waris terhadap ahli waris yang lainnya.
7. Sistem Kekerabatan
Di Indonesia terdapat beberapa sistem kekerabatan, di mana sistem

kekerabatan tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan

pembagian harta waris. Sistem kekerabatan tersebut di antaranya:



a. Patrilineal
Adalah sistim kekerabatan di mana seseorang itu selalu
menghubungkan dirinya kepada ayahnya dan karena itu ia
termasuk dalam Kklan ayahnya, seprti suku Batak dan suku
Lampung.

b. Matrilineal

Yaitu  sisti

seperti  suku

Damrah Khair, Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Bilateral (Bandar Lampung:
Gunung Pesagi, 1993), h. 3.
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LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
9. Letak Geografis
Secara geografis, pesantren Roudlotul Jannah berada di Desa

Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah,

: strategls JAIEAET di-ptt fyata ilitas sarana
¢ / ,. j 3 i v_.-.\,\' E \ 5 . .
| asafa 'J ang 1y adai KA I idi
¢ ﬁi

0§ N

pendi an tqrmél deﬁgam;aiau;yan&cuklbp ﬂekat

Selain memp egIs, pesantren juga mempunyai
posisi areal 1000 m2, yang di atasnya telah didirikan pondok beserta
sarana dan prasarana yang memadai. Untuk bisa menjangkaunya,
setiap orang yang berkepentingan tidak akan mengalami kesulitan
karena pesantren tersebut terletak di tepi jalan, sehingga dapat
dijangkau dengan mudah oleh kendaraan umum, maupun pribadi, hal

ini sangat membantu orang-orang yang berkepentingan dengan

lembaga tersebut.



Di pinggir jalan depan pesantrenpun telah dipasang papan nama
pesantren sehingga semua pihak yang berkepentingan akan lebih
mudah untuk menemukan letak Pondok Pesantren Roudlotul Jannah.

Untuk mengetahui letak posisi Desa Bangunrejo maka akan
dipaparkan batas-batas wilayah yang berbatasan dengan Desa

Bangunrejo sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbgias Kampung Sidoluhur

: Z} san\{e/ué;\\,.Ka'

A mg:ﬁ?h{{?}kan
_ | }
; 'nya Maka daﬂs :S;n,u:{h, suatu Ier}abaga dap

mempunyai arti

Demikian juga pesantren Roudlotul Jannah yang merupakan
pondok salafy yang berdiri di Desa Bangunrejo Kecamatan
Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, juga tidak terlepas dari
sejarah keberadaannya.

Pondok pesantren Roudlotul Jannah didirikan oleh KH. Slamet
Hadi Sumaryanto dan Hj. Naslihatun pada tahun 2003. Dari perjalanan

panjang perjuangan beliau, pondok pesantren ini merupakan cita-cita



besar beliau. Pesantren telah berperan besar dalam penyebaran agama
Islam di Indonesia. Serta terbukti dapat membentuk umat Islam yang
berakhlak mulia dalam memelihara kehidupan sosial, politik, budaya
dan kehidupan beragama.®*

Berangkat dari misi perubahan sosial-budaya yang ditawarkan

pondok pesantren tersebut, maka KH. Slamet Hadi Sumaryanto juga

tergugah untuk melak gaban di Bangunrejo dari masyarakat

r., & —{% = -
)ngan sa fl.yahgrjtgrﬁlé nya ra TT gan or
Q "[ - ——y e | l

|
ena alasan keluarg% .y@{lgudltln%jga kan” g

Jawa, akhirnya

2 tahun. Kemudian
kegiatan keagamaan kembali ke masjid dan mushola masing-masing.
Untuk menopang kekokohan cita-cita besar beliau pada akhirnya
putra-putri beliau satu-persatu mulai disebar untuk belajar agama di
berbagai Pesantren di Jawa, seperti di Pondok Pesantren Krapyak

Yogyakarta, Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang Jawa Tengah,

% Wawancara dengan Kyai Jalil Abdirahman.



Pondok Pesantren Mambaul Huda di Batanghari, dan Pondok
Pesantren Darul ‘Amal Metro.®

Roudlotul Jannah diambil sebagai bentuk penghormatan kepada
mbah H. Muslim yang telah memberi nama mushola dan ndalem
beliau dengan nama Roudlotul Jannah. Untuk menambah semangat

perjuangan maka pada tahun 2003 KH. Slamet Hadi Sumaryanto

mengangkat 4 orang eluarga yatim dan tidak mampu

b dalan{ e i T
pelmb_’gla'n "tu.

jawd . ot Dengan mgmge‘ﬁkan‘tggggun& Jatvab N
el IAMPUNG',-}‘“
atih mem|Ru1 tugas di'masyarak

fiharapkan orang

Struktur organisasi digunakan untuk menempatkan orang-orang di
dalam suatu kelompok dengan mempunyai fungsi masing-masing,
sehingga tersusun suatu pola kerja yang teratur dan bertujuan untuk

tercapainya suatu kelompok.

®Bulletin  Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Bangunrejo Lampung Tengah
(Bangunre%jo:Lembaga Pers Dan Jurnalistik, 2008).
Ibid.
%" Daud Rasyid, Islam dalam Berbagai Dimensi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.
314.



Tabel 1.1. Struktur organisasi Pondok Pesantren Roudlotul Jannah

Bangunrejo

1437 H/2016 M

Pelindung

!

Pengasuh

I/ (
o

Bendahara I Seksi-seksi

Sekretaris

)

IAIN | 1445
1 RApen (nTAN r /

Jannah Bangunrejo adalah sebagai berikut :°®

Pelindung : Keluarga besar KH. Slamet Hadi Sumaryanto
(Alm)

Pengasuh : Kyai Jalil Abdirahman, S.Ag.

Ketua : Saiful Anwar, S.Sos.

%8 Wawancara dengan pengurus Pondok Pesantren Roudlotul Jannah.



Sekretaris : Aman Santoso, S. Pdi.

Bendahara - Arifin, S.Ag.

SeksiJam’iyah  : Somaddin

Seksi keamanan : Ari Santoso

Seksi kebersihan

pesantren tidak

"A

rta dltu1nqkpp o
| &

ok rlan satnm | dalam rangkamentgapal fu j
\ | ADEN INT
' o lappyn® |
Cegiatan mengajr'ﬁsehan D

adalah sebagai
a. Ba’da maghrib:
Pengajian yang disesuaikan kemampuan santri
Malam senin, rabu dan kamis : Sorogan Al-Qur’an dan sorogan
kitab Safinatun Najah, Al-Ajrumiyyah, Tagrib
Matn Fathul Qorib.

Malam selasa : Hafalan juz ‘Amma dan Doa.

* Ipid.



Malam jum’at : Sholawat Nariyyahan
Malam sabtu : Sorogan Al-Qur’an dan Bandungan Sulamut
Taufig.

Malam ahad : Tajwid dan bandungan kitab Fadloilul A’ 'mal.

. Ba’daisya’

Terbagi dalam dua kelas

Malam senin

-

‘ _,...--:‘Méb}&iulg;Wériwah She
‘,." - \‘\o RN

- Jawahirul Kalamiyah

Malam ahad : - Tuhfatul Athfal Fi Tajwid
- Irsyadul ‘Ibad

Ba’da subuh

Senin : hafalan mufrodat

Selasa : Al-Ajrumiyyah

Rabu : Tafsir Jalalain



Kamis : Qiro’ah
Sabtu : Tafsir Jalalain

Ahad : Al-Ajrumiyah

. Selapanan
Malam selasa legi : Al-Barjanji lengkap
Jum’at pon : Khotmil Qur’an dan dilanjutkan dengan

-

. f\-’:’ R 2
perfumbuhan -.suaf

o

F e ,- f“- :' 7
[Ketier:arqiagn ]
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o kehidupan_sebuah gsg ai mengatur irama

perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu pesantren
dengan keahlian, kedalaman ilmu, karismatik dan ketrampilan.
Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Pondok
Pesantren Roudlotul Jannah, yang menjadi ustadz adalah Kyai Jalil
Abdirahman, S.Ag. serta dibantu oleh saudara-saudari beliau yang
memang telah belajar ilmu agama di berbagai pesantren. Selain itu,

beliau juga mengambil ustadz dari luar yang berkompeten untuk



membantu mengajar di pesantren, serta dibantu oleh santri senior
dalam rangka menjalankan kepengurusan dan keperluan pesantren.

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar untuk santri
dibedakan dari kemampuan belajarnya. Untuk santri baru, terlebih
dahulu diperkenlkan dengan ilmu tajwid dan praktik membaca al-

Qur’an dengan baik dan benar. Setelah itu barulah santri

diperkenalkan dan g erbagai kitab figh, selain itu para

L] asal daeFah para fsarﬁr;,,rrﬁka meieka tld,a anya berasal dari
' . A M P u N ot
Metro, Menggala, Mesuji, Liwa, Lampung Selatan, dan ada pula
yang berasal dari luar Lampung yaitu dari Bandung dan Jawa
Tengah.

Mayoritas mereka yang baru masuk pesantren adalah
lulusan SMP/sederajat, mereka masuk pesantren selain ingin

menggali ilmu agama lebih dalam juga sekaligus melanjutkan

" Ipid.



'tetap n{ant[ll ;pmun a‘g}_,

pendidikan formal mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Mayoritas
santri melanjutkan pendidikan formalnya di MA Ma’arif 8
Bangunrejo yang memang bekerja sama dengan pesantren untuk
menciptakn generasi Islam yang unggul.

Selain dibekali ilmu agama yang diajarkan dari kitab-kitab

kuning guna menunjang kehidupan spiritualnya, mereka pun selalu

e

“.‘

salah satu lembaga pendidikan non formal yang menjalankan
tugasnya dalan rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa,
sebagaimana layaknya lembaga pendidikan formal lainnya yang
juga menjalankankan proses belajar mengajar, maka juga
memerlukan adanya fasilitas sarana dan prasarana sebagai salah

satu komponen dalam proses belajar mengajar agar tujuan

™ Ibid.



pembelajaran dapat tercapai. Berdasarkan data yang diperoleh dari
pengurus, sarana atau fasilitas yang ada di Pondok Pesantren

Roudlotul Jannah Bangunrejo adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4. Sarana Prasarana PP. Roudlotul Jannah Bangunrejo

No Jenis sarana Jumlah Keadaan

1 Kamar santri 8 Baik

2 | K pENgurus Baik
: 4’? X
“Mushola 7/ Baik
P "y —

<4 =
/ o P =
i

Q {nar mandi sefitri- .,

&5 A K s
\ jl ?\(h—-—"——.-&m L

7 *{Wtamu

RApEN INTAY

..’Wm‘_;- Baik
11 | Almari Sejumlah santri Baik
12 | Sekretariat 1 Cukup
13 | Ruang belajar 3 Cukup

Selain itu juga terdapat fasilitas lain yang menunjang dalam
proses belajar yaitu antara lain penerangan lampu, bell alarm, meja
untuk mengaji, serta sarana telekomunikasi (telpon) untuk

komunikasi santri dengan keluarganya. Dengan demikian bisa



dikatakan bahwa fasilitas yang ada cukup memadai dan modern
untuk sebuah pesantren.”
14. Visi dan Misi Pondok Pesantren
a. Visi Pondok Pesantren
1) Mendidik dan mengembangkan generasi Islam yang

berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas,

gpil dan mandiri serta berkhidmat

. Aféf /

TerwuL }/a ;generasL xm Tﬁgghdﬁ] berp;’é
| | 3

- 4,

g berakh’rakul kawp@h Nd,e,mgan bertandask Al-Qur’an dan
-“. AMPUN _ 2

gsi, terampil,

15. Tata Tertib Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
a. Pasal kewajiban
1) Setiap santri baru wajib mendaftarkan diri di sekretariat
2) Setiap santri wajib mengikuti kegiatan pondok

pesantren

2 Ibid.



3)

4)

5)

6)

I
-l

1)

3)

4)

5)

6)

Setiap santri wajib berpakaian resmi santri atau rapih
dimana saja berada

Setiap datang dan pulang wajib memberitahu atau
mendapat izin pengurus

Setiap hari minggu wajib mengikuti kerja bakti

Wajib menjaga nama baik pondok pesantren dimana

Bilarang,mqr}gqmb},lrhak rTLI ik'o

Dilarang berkelahi dimana saja berada

Dilarang melihat-lihat atau tontonan dalam bentuk
apapun kecuali yang diadakan pondok pesantren
Dilarang meletakkan sesuatu yang bukan pada
tempatnya

Dilarang keluar pesantren kecuali izin pengurus



7) Dilarang bersenda gurau, membunyikan bunyi-bunyian
dalam bentuk apapun

8) Dilarang keluar masuk rumah orang kampung kecuali
izin pengurus

9) Dilarang ngobrol bareng dintara santri putra dan putri

10) Dilarang bertindak yang berdampak negatif dimana saja

i dalam

kegiatan

EAY dalam

( _{_.%?‘ /.
ntranfo{mailkqpﬂﬂal- ildi s‘n'ah Peﬁ‘ t1en den sains (ilmu
¢ huan) PondohP@%éﬂ%[%nRoud&otu Jan membebaskan

A Mpun® i
ol MmenuntuL ilmu-tang

kebutuhan sehari-

Semakin berkembangnya zaman Pondok Pesantren Roudlotul
Jannah juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan kepada para
santri guna melatih serta menumbuhkan bakat dan membekali santri
dengan  kemampuan  tertentu agar ke depan  mampu

mengimplementasikan dalam masyarakat. Selain kegiatan pendidikan,

"3 Bulletin Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Bangunrejo Lampung Tengah



pelatihan tersebut meliputi pengembangan minat bakat santri pada
sektor peternakan sapi, budidaya kelapa sawit, budidaya ikan,
berdagang dan menjahit.

Dengan kegiatan di atas, maka kebutuhan untuk terus melakukan
pengembangan keterampilan santri merupakan hal yang senantiasa

menjadi tanggung jawab selaku pengasuh pondok pesantren untuk

jo banganf' i Mg, dalam bidang
s - B\
' Ia\aT;,a‘v\\/\,, bu ikan, "befgang dan
K . ,
dan dalam

Sebelum menganalisa lebih jauh, terlebih dahulu penyusun akan
memaparkan konsep dasar yang berkaitan dengan kewarisan dalam
masyarakat Desa Bangunrejo, hal ini menjadi penting karena pembicaraan
mengenai hukum dan masyarakat tidak dapat menghindarkan dari

pembahasan tentang keadaan sosial yang melingkupinya. Hal ini juga

™ Ibid.



merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan
sistematis.

Pada dasarnya konsep kewarisan pada masayarakat Desa
Bangunrejo lebih difahami sebagai suatu peraturan mengenai proses
berpindahnya harta seseorang, baik ia masih hidup maupun telah

meninggal dunia untuk diteruskan kepada keturunannya.”

Sekalipun secara >|Mghan penduduk Desa Bangunrejo

fkaniimu fapgi

Feoo —{:%,-
8ka penerapan ihUKrL_rm:Ta’r@‘

| -
“-‘

tidak dipakainya aturan perbandingan 2:1 bagi ahli waris laki-laki dan ahli
waris perempuan. Besaran bagian ditentukan dari hasil musyawarah
keluarga, biasanya bagian itu 1:1 antara anak laki-laki dan anak
perempuan.

Dalam praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Bangunrejo

selalu mengutamakan rasa saling menerima dan saling rela, setiap kali ada

" Wawancara dengan bapak Sucipto.



harta yang akan dibagi dan para ahli waris selalu mengadakan
musyawarah. Semua itu bertujuan agar tercapai kata mufakat, sehingga
terhindar dari persengketaan dengan harapan terciptanya keutuhan serta
kerukunan keluarga tetap terpelihara dan dirasakan nilai keadilannya.
Banyak sekarang (khususnya dalam masyarakat Bangunrejo)
perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Salah satu contohnya

adalah keluarga Ustad Mubass@fa0¥8dwi Rais, kegiatan beliau pada malam

o

li}arseb‘u{,

. Hasil Wawancara dengan Kyai Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Desa
Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah

Hukum waris adalah pembagian harta waris dalam Islam.

Pembagian harta waris ini dilakukan karena orang yang meninggal dunia

sudah tidak dapat menguasai hartanya sehingga harus dibagikan kepada

"® Wawancara dengan ustad Alwi Rais pada 15 Oktober 2016.



yang berhak menerima harta waris itu. Dalam pembagianya harus
berdasarkan pembagian waris dalam hukum Islam, karena jika tidak maka
akan terjadi kecemburuan sosial. Islam telah menetapkan bagian-bagian
dan siapa saja yang berhak menerima harta waris agar tidak terjadi
konflik.””

Harta waris dapat dibagikan ketika yang mempunyai harta sudah

-

Béi/;a‘n'an "@e‘lilé' pengurtSag, jenazah, penunaian
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Setdlan itu % isWgapat dibagikan
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Pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan

tidak dapat disamakan, dengan kata lain pembagiannya harus sesuai
dengan hukum waris Islam. Namun apabila anak laki-laki dengan suka

rela mau membagi harta yang ia warisi dengan saudara perempuannya

""Wawancara dengan Kyai Jalil Abdirahman pada 15 Oktober 2016. Kyai Jalil adalah
alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Pondok Pesantren Nurul Ummah Jogjakarta dan
UIN Sunan Kalijogo Jogjakarta.

" Wawancara dengan Ustad Sanusi pada 15 Oktober 2016. Beliau adalah alumni Pondok
Pesantren Manba’ul Ulum Sumberdlingo Kediri, Pondok Pesantren Al-Falah Pagu Kediri, Pondok
Pesantren Manba’ul Huda Metro, dan Pondok Pesantren Nurudholam Bangil Jawa Timur.



(anak perempuan pewaris) itu sudah lain hal, hal tersebut bukanlah
pembagian harta waris melainkan pemberian (hibah). Prinsip dasar
pembagian hartanya harus tetap menggunakan hukum waris dalam Islam.
Apabila harta waris itu telah dibagikan secara hukum waris Islam, dan
anak laki-laki hendak membagi bagiannya dengan saudarinya maka

diperbolehkan atas dasar keikhlasan.

Apabila ada piha gUNtut pembagian harta waris harus

-
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juga mencari nafkah, hal itu tidaklah benar. Karena di dalam Islam yang
berkewajiban mencari nafkah adalah laki-laki. Perempuan bekerja
hanyalah sifatnya membantu suami, karena tidak ada hukum Islam yang

mewajibkan perempuan untuk mencari nafkah. Apabila anak perempuan

" Wawancara dengan Kyai Jalil Abdirahman pada 15 Oktober 2016.



bersikukuh untuk tetap dibagi rata maka tetap tidak sah karena memang
anak perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut hal yang demikian.®
Berbeda dengan pendapat Ustadz Sanusi, jika pembagian harta
waris antara anak laki-laki dan anak perempuan itu disamakan maka harus
mengalahkan salah satu hukum. Apabila memang akan disamakan

bagiannya maka harus melalui kesepakatan keluarga/ahli waris. Hal ini

dapat terjadi dalam bet di antaranya apabila keadaan

-
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ariatkan dalam-agaga

Namun bila salah
satu anggota keluarga (ahli waris) merasa keberatan dengan pembagian
harta secara faraidh, maka dapat dimusyawarahkan dan diambil jalan

terbaik dengan menimbang situasi dan kondisi.®?

8\Wawancara dengan Ustad Aman Santoso pada 15 Oktober 2016. Beliau adalah alumni
Pondok Pesantren Bustanul Ulum Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah dan Pondok Pesantren
Roudlotul Jannah Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah.

8 Wawancara dengan Ustad Sanusi pada 15 Oktober 2016.

8 \Wawancara dengan Ustad Alwi Rais pada 15 Oktober 2016. Beliau adalah alumni
Pondok Pesantren Manba’ul Hikmah Jawa Barat, pernah belajar ilmu agama dengan Mbah Kyai
Ma’mur Ciamis Jawa Barat dan belajar ilmu al-Qur’an dengan Ustad Mirwan Batu Bara Jakarta.



Dalam masyarakat Islam Indonesia tidaklah masalah jika
pembagian itu disamakan bagiannya atau disesuaikan dengan kebutuhan
ahli waris dengan kesepakatan bersama.®® Islam adalah agama yang

rahmatal lil’alamin tidak pantas bila hukum yang ada dalam Islam malah

menimbulkan perpecahan bagi umat Islam itu sendiri.

—
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8 Wawancara dengan Ustad Saiful Anwar pada 15 Oktober 2016. Beliau adalah alumni
Pondok Pesantren Miftahul Huda Wonosobo Jawa Tengah, Pondok Pesantren Darul ‘Amal Metro
Lampung, Pondok Pesantren Nurul Husna Wonosobo Jawa Tengah dan Universitas Sains Al-

Qur’an Wonosobo Jawa Tengah.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris di Desa Bangunrejo
Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Kyai
Pesantren

Berdasarkan pemaparan terkait kesetaraan gender dalam

pembagian harta § syarakat Desa Bangunrejo

l/f\ N

N =] RAD}
yar]g iidaklmﬁg%éjlqanﬁllmu faraid

menurut mereka

e ~___r-

penerapan hlkum farare ondisi keluarga.

Asumsi yang terbentuk pada masyarakat Desa Bangunrejo bahwa
antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan adalah sama. Sama-
sama berhak menerima harta waris, sama-sama mempunyai tanggung
jawab dan kewajiban terhadap keluarga. Oleh karena itu, ahli waris
perempuan pantas untuk mendapatkan bagian yang sama dengan ahli

waris laki-laki, apabila melihat realita di atas, hal ini selaras dengan asas

hukum kewarisan Islam vyaitu keadilan berimbang. Semua bentuk



hubungan keperdataan berasaskan adil dan seimbang dalam hak dan
kewajiban, untung dan rugi. Asas kedilan berimbang dalam hak dan
kewajiban menurut hukum kewarisan Islam dapat dikatakan bahwa antara
laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mewarisi harta yang
ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam hal nafkah keluarga, jika laki-laki tidak mampu untuk

perlu diketahui terlebih dahulu tujuan Allah dalam menentukan suatu

hukum. Hal ini penting dilakukan karena ungkapan kata dalam nas
terkadang dapat mengandung makna yang berbeda, sehingga untuk
meluruskan pengertian yang dimaksud dari sebuah nas adalah dengan

mengetahui tujuan pembentukan hukum syara’.



Tujuan syara’ dalam pembentukan hukum adalah merealisasikan
kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, memenuhi
kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap mereka.®

Oleh karena itu, syari’at Islam juga mengakui adat (urf) sebagai
sumber hukum Islam, karena sadar dengan kenyataan bahwa adat

kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan

masyarakat. Hukum ada sebagai hukum yang tidak tertulis,

aris, manakala

dengan anggota keluarga maka pembagiannya dapat ditentukan sesuai
kadar kebutuhan ahli waris, hal ini dilakukan demi terciptanya hubungan
harmonis dalam sebuah keluarga dan kesejahteraan anggota keluarga.
Karena sudah banyak terjadi sebuah keluarga terpecah belah akibat
perebutan harta waris, perpecahan ini diakibatkan tidak adanya rasa

keadilan dalam pembagian harta, sehingga pihak yang merasa tidak adil

#Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, terj. Noer Iskandar Al-Barsany
dan Moch. Tolchah Mansur, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 392.



akan tumbuh rasa dengki pada saudaranya yang mendapat bagian yang tak
sepadan dengannya.

Kebolehan untuk berdamai dalam pembagian harta waris ini juga
diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 183 yang berbunyi:
“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam

pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

alam kaidah ushul figh O\l

Sebagaimana disel
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ﬁ:f! ,l. «Kesetaraan |

pesantren terjadi perbedaan pendapat. Hal ini perlu dilihat dari alasan serta

tujuan mereka menggunakan cara-cara tersebut. Sebagaimana telah
dijelaskan di atas, ada beberapa alasan orang tua dalam membagikan harta
warisan kepada anak-anaknya pada waktu orang tua masih hidup dengan
kadar 1:1.

Bagi mereka yang membagikan hartanya menggunakan cara hibah,

dengan alasan karena didasari kekhawatiran terjadinya persengketaan di



antara anak-anaknya di kemudian hari, kedudukannya tidak secara tegas
dinyatakan boleh atau tidak. Hal ini diperkuat ketika penyusun melakukan
dialog dengan kyai dan ustad Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Bangunrejo, mereka memberikan jawaban yang beragam, yakni ada yang
membolehkan dengan catatan cara tersebut tidak dianggap sebagai proses
pembagian harta waris, karena prinsip dalam hukum kewarisan Islam tidak

mengenal adanya pembagig

kT laki meng/a

/

pembagian harta waris maka antara pihak laki-laki dan pihak perempuan
mendapatkan hak yang sama. Namun dalam hal jumlah bagian yang
didapat, para ulama dan sarjana hukum berbeda pendapat. Menurut Kyai
Jalil Abdirahman dan Ustad Aman Santoso yang setuju dengan pendapat
Quraish Shihab, yaitu anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak
perempuan itu adalah benar, sebagaimana diterangkan dalam Q.S. An-

Nisaa ayat 11. Bagian tersebut sudahlah adil, terlebih jika melihat



kebutuhan laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan,
seperti nafkah, mahar dan sebagainya. Jika melihat sejarah pembagian
harta waris zaman jahiliyyah wanita sama sekali tidak mendapatkan hak
dalam harta waris, malah wanita menjadi objek warisan.

Berbeda dengan pendapat Ustad Alwi, Ustad Anwar dan Ustad

Sanusi yang lebih cenderung menyetujui pendapat Munawwir Sjadzali

yang rekonstruksi hukum adonesia, salah satunya adalah ilmu
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kemaslahatd primer, memenuhi
kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap mereka. Oleh karena itu,
syariat Islam juga mengakui adat (urf) sebagai sumber hukum Islam,
karena sadar dengan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan
peranan penting dalam mengatur hubungan masyarakat. Hukum adat

diakui sebagi hukum yang tidak tertulis, dipatuhi dan dirasakan sesuai

dengan kesadaran hukum mereka, oleh karena itu Islam membiarkan



hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tauhid dan
tidak bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan.

Melihat pemaparan di atas ada perbedaan mendasar antara konsep
kewarisan dalam tradisi masyarakat Desa Bangunrejo dengan konsep
kewarisan dalam hukum Islam. Letak perbedaan yang signifikan terletak

pada bagian yang didapat oleh ahli waris anak laki-laki dan anak

artinya adat bisa mempengaruhi materi hukum. Secara proporsional

hukum Islam tidak memposisikan adat sebagai faktor eksternal non
implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat.
Kenyataan demikian inilah yang menjadikan hukum Islam bersifat
fleksibel.

Pada hal ini praktik kewarisan di Desa Bangunrejo dapat

dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, maka dalam hal ini Islam



memandang praktik tersebut sebagai al-adat atau al-urf yang terjadi pada
suatu masyarakat tertentu. Sehingga dari kacamata sosial, praktik sistem
kewarisan tersebut dapat dianggap sah bagi masyarakat yang
membudayakannya, karena nilai-nilai yang pantas menurut suatu

masyarakat merupakan manifestasi hati nurani masyarakat tersebut dalam

konteks kondisi lingkungan yang melingkupinya. Kondisi lingkungan




BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada pembahasan dan setelah dianalisa, maka

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan kyai Pondok

Pesantren Roudlotul Jannah tentang kesetaraan gender dalam pembagian

Desa Bangunrejo sehingga pembagian yang demikian ini dapat dijadikan
hukum, karena syari’at Islam juga mengakui adat (urf) sebagai sumber
hukum Islam.

B. Saran
1. Dalam pembagian harta waris hendaknya dilakukan atas musyawarah

keluarga, apakah mau menggunakan hukum waris Islam sesuai Q.S.



surat an-Nisa ayat 11 (bagian anak), atau memang mau menggunakan
prinsip maslahah mursalah.

2. Hendaknya dalam setiap keluarga atau paling tidak dalam sekelompok
masyarakat ada yang menguasai cara pembagian harta waris secara

tepat dan benar.

3. Keutuhan keluarga adalah hal terpenting dalam menjalani kehidupan
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PANDUAN WAWANCARA

Nama : Kiyai Jalil Abdirahman, S.Ag.
Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten

Lampung Tengah

1. Menurut Kiyai apa yang dimaksud dengan hukum waris dalam Islam?

feoha pagi % ginggal dunia
ddiatn eng'L,i saiha tané/ \sehingeaaRar s dibagikadl kepada
anerim Al Fpg ?'aharus

dan hartanya telah dipotong denagan hak-hak yang berkaitan dengan harta
peninggalan pewaris sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris
misalnya seperti pembayaran hutang, penunaian wasiat yang tidak lebih
dari 1/3 harta. Apabila harta itu telah dibersihkan maka barulah harta waris
itu dapat dibagi.

4. Bagaimana cara pembagian harta waris dalam Islam?



Jawab: pembagian harta waris dalam Islam harus sesuai dengan hukum
mawaris/faraid yang ada dalam Islam.

. Siapa yang berhak membagi harta waris?

Jawab: yang berhak membagi harta waris adalah keluarganya dan apabila
tidak terdapat kesepakatan bersama maka diserahkan ke Pengadilan

Agama. Apabila masih bisa diselesaikan di tingkat keluarga maka

pembagian harta waris i J38ggkan musyawarah keluarga, namun

Islam dalam pembagian harta waris?

Jawab: Islam sangat adil dalam pembagian harta waris. Hampir disemua
kultur laki-laki mempunyai beban yang lebih berat dibandingkan dengan
perempuan, maka Islam menetapkan laki-laki mendapatkan jatah yang
lebih besar dalam pembagian harta waris, dapat dilihat dalam al-Qur’an
surat an-Nisa ayat 11 bahwasannya bagian anak laki-laki adalah dua

bagian anak perempuan.



8. Bagaimana pandangan kiyai jika pembagian harta waris antara anak laki-
laki dan perempuan itu disamakan?
Jawab: pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan
tidak dapat disamakan yaitu harus sesuai dengan hukum mawaris. Namun
apabila anak laki-laki itu mau membagi hartanya dengan saudara

perempuannya (anak perempuan pewaris) itu sudah lain hal. Prinsip dasar

pembagian hartanya har eaggunakan hukum mawaris dalam

AMPUN

‘ lah (istri) yang—beke""n

Jawab: Tetap tidak bisa. Apabila mau menuntut pembagian yang sama

bekerja dan

antara anak laki-laki dan perempuan maka menuntut kepada Allah swt.
apabila ia tetap menuntut agar dibagi 1:1 maka hal itu bukanlah
pembagian harta warisan secara Islami, itu hanyalah bagi-bagi harta dan
itu jauh dari keberkahan karena tidak menjalankan syari’at islam dalam
pembagian harta waris. Harta yang ditinggalkan orang yang sudah

meninggal itu adalah harta milik Allah maka harus dibagikan sebagaimana



ketentuan Allah. Dalam Islam yang berkewajiban mencari nafkah adalah

laki-laki, permasalah perempuan ikut mencari nafkah itu adalah sekedar

membantu (perempuan tidak berkewajiban mencari nafkah).
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PANDUAN WAWANCARA

Nama : Ustad Sanusi
Pekerjaan : Pengajar di Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten

Lampung Tengah

1. Menurut kiyai apa yang dimaksud dengan hukum waris dalam Islam?
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Jawab: Harta waris dapat dibagikan ketika pewaris telah meninggal dunia.
4. Bagaimana cara pembagian harta waris dalam Islam?
Jawab: Pembagian harta waris dalam islam harus sesuai dengan ilmu
faraidh sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits.
5. Siapa yang berhak membagi harta waris?
Jawab: Yang berhak membagi harta waris adalah hakim, jika memang

dalam masyarakat ada tokoh agama yang menguasai hukum mawaris



maka beliaulah yang berhak membagi harta waris ketika dalam pihak
keluarga tidak ada yang faham mengenai pembagian harta waris.

. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris?

Jawab: yang berhak mendapatkan harta waris adalah dzawil furudh,
apabila dzawil furudh tidak ada maka yang berhak mendapatkan harta

waris itu adalah dzawil arham

. Bukankah agama Islam_ad Maa yang paling menjunjung tinggi
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Jawab: Jika abag 1 harTa ViBTTe= aniaaemiMMellaki-laki dan anak

perempuan itu disamakan maka harus mengalahkan salah satu hukum.
apabila memang akan disamakan bagiannya maka harus melalui
kesepakatan keluarga/ ahli waris. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa
kasus diantaranya apabila keadaan perekonomian ahli waris laki-laki lebih
mapan dibanding dengan ahli waris perempuan dan akhirnya diambil
kebijakan untuk disama ratakan bagiannya dalam pembagian harta waris

yang harus melalui musyawarah mufakat keluarga. Karena tidak boleh



suatu hukum itu diterapkan tetapi nanti akibatnya merugikan salah satu
pihak, hal ini bukan berarti melanggar perintah agama tetapi mencari
kemaslahatan itu sendiri.

. Apa yang akan kiyai lakukan apabila dihadapkan pada masalah dimana
anak perempuan meminta hak yang sama dengan anak laki-laki dalam

harta waris dengan dalih bahwa: Dimana bukan hanya laki-laki yang
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ini bersikuk ‘ tap dqbagl ralamaka 1 " sah karena memang
anak perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut hal yang demikian.
Kecuali jika memang melalui berbagai pertimbangan dan disepakati
melalui musyawarah keluarga dan ahli waris yang lain mengikhlaskan

maka diperbolehkan.



PANDUAN WAWANCARA

Nama : Ustad Alwi Rais

Pekerjaan : Pengajar di Pondok Pesantren Roudlotul Jannah

Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah
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4. Bagaimana cara pembagian T aris dalam Islam?
Jawab: Pembagian harta waris dalam Islam harus sesuai dengan hukum
waris yang telah diatur dalam Al-Qur’an.

5. Siapa yang berhak membagi harta waris?
Jawab: Yang membagi harta warisan adalah orang yang bersangkutan
dengan harta tersebut dan mengetahui hukum mawaris atau yang

berkewenangan adalah Pengadilan Agama setempat. Kesimpulannya harta

waris itu dapat dibagikan sesuai dengan kehendak semua ahli waris.



6. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris?
Jawab: Yang berhak mendapatkan harta waris adalah dzawil furudh, yaitu
ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Qur’an dan Al-
Hadits. Apabila dzawil furudh tidak ada maka yang berhak mendapatkan
harta waris itu adalah dzawil arham.

7. Bukankah agama Islam adalah agama yang paling menjunjung tinggi
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maka boleh melakukannya dengan cara musyawarah, agar terhindar dari
perbuatan yang dibenci oleh Allah.

9. Apa yang akan ustad lakukan apabila dihadapkan pada masalah dimana
anak perempuan meminta hak yang sama dengan anak laki-laki dalam
harta waris dengan dalih bahwa: Dimana bukan hanya laki-laki yang

bekerja dan mencari nafkah, tetapi perempuan (istri) pun ikut andil dalam



perekonomian keluarga. Bahkan sekarang banyak laki-laki yang malas
bekerja dan perempuanlah (istri) yang bekerja dan mencari nafkah.

Serta sekarang tidak sedikit mahar yang digunakan dalam perkawinan itu
berasal dari harta perempuan. Meskipun sudah beralih kepemilikan kepada
laki-laki melalui akad yang sah (akad hibah/pemberian), namun pada

dasarnya harta tersebut berasal dari pihak perempuan dan akan menjadi
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. Mengapa diperlukan adanya pembagian harta waris?

Jawab: Karena itu memang sudah disyariatkan dalam Al-Qur’an, dan harta
waris itu memang harus dibagikan karena pemilik harta sudah tidak dapat
lagi mengurus harta itu, dalam arti pemiliknya sudah meninggal.

Kapan harta waris itu dapat dibagikan?

Jawab: Harta waris dapat dibagikan ketika yang mempunyai harta sudah

meninggal dunia dan telah di bereskan segala tanggungan si mayit.



4. Bagaimana cara pembagian harta waris dalam Islam?
Jawab: Pembagian harta waris dalam Islam harus sesuai dengan hukum
waris yang telah diatur dalam Al-Qur’an, seperti surat an-Nisaa ayat 7,
11,12, 32 dll.

5. Siapa yang berhak membagi harta waris?

Jawab: Yang membagi harta warisan adalah orang yang bersangkutan
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harta waris
7. Bukankah agama Islam adalah agama yang paling menjunjung tinggi

keadilan. Lalu bagaimana pandangan ustad mengenai konsep keadilan

Islam dalam pembagian harta waris?

Jawab: Sangat adil tentunya, karena Islam tidak membedakan antara laki-

laki dan perempuan, mereka sama-sama berhak mendapatkan harta waris.

Bagian yang didapatpun sesuai dengan tingkatan generasi, anak mendapat



bagian lebih besar dibandingkan dengan bagian yang didapat ayah atau
ibu.

. Bagaimana pandangan ustad jika pembagian harta waris antara anak laki-
laki dan perempuan itu disamakan?

Jawab: Sebenarnya dalam pembagian harta waris harus menggunakan dalil

Al-Qur’an dan Hadis,namun jika ahli waris tidak dapat menerima

bagiannya maka boleh ma awarah keluarga. Bukan berarti

Tl syara hukurﬁ Is akh mansukh, hukum
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harta waris dengan dalih bahwa: Dimana bukan hanya laki-laki yang
bekerja dan mencari nafkah, tetapi perempuan (istri) pun ikut andil dalam
perekonomian keluarga. Bahkan sekarang banyak laki-laki yang malas
bekerja dan perempuanlah (istri) yang bekerja dan mencari nafkah.

Serta sekarang tidak sedikit mahar yang digunakan dalam perkawinan itu
berasal dari harta perempuan. Meskipun sudah beralih kepemilikan kepada

laki-laki melalui akad yang sah (akad hibah/pemberian), namun pada



dasarnya harta tersebut berasal dari pihak perempuan dan akan menjadi
milik pihak perempuan pula apabila setelah dilangsungkannya ljab Qabul.
Jawab: Kalau permasalahannya seperti ini sudah beda lagi, ang
berkewajiban mencari nafkah adalah laki-laki, tidak ada ayat Al-Qur’an
yang menyebutkan perempuan berkewajiban mencari nafkah. Apabila

perempuan menuntut hal demikian itu tidak benar. Pembagian bisa

berubah (tidak 2:1) manakg kusyawarah dan pembagian (missal

1:1) itu diseg ‘l‘_s,eluruh ahlj,,d/ari&t =
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PANDUAN WAWANCARA

Nama : Ustad Aman Santoso, S.Pd.1.
Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten

Lampung Tengah

Menurut ustad apa yang dimaksud dengan hukum waris dalam Islam?
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Jawab: Ya harus sesuai dengan hukum mawaris tentang pembagianya bisa
dilihat dalam al-Qur’an di antaranya surat an-Nisaa ayat 7, 11,12 dll.

5. Siapa yang berhak membagi harta waris?
Jawab: Yang membagi harta warisan adalah orang yang bersangkutan
dalam harta tersebut dan mengetahui hukum mawaris.

6. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris?



Jawab: Ahli waris itu ada 25 orang yang 15 orang dari pihak laki-laki
adapun yang 10 orang itu dari pihak perempuan.

. Bukankah agama Islam adalah agama yang paling menjunjung tinggi
keadilan. Lalu bagaimana pandangan ustad mengenai konsep keadilan
Islam dalam pembagian harta waris?

Jawab: Sangat adil tentunya, karena pada zaman jahiliyah pembagian

warisan itu sangat merugikaag arat-sarat yang di berikan.
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galia masalah dimana

anak perempuan meminta hak yang sama dengan anak laki-laki dalam
harta waris dengan dalih bahwa: Dimana bukan hanya laki-laki yang
bekerja dan mencari nafkah, tetapi perempuan (istri) pun ikut andil dalam
perekonomian keluarga. Bahkan sekarang banyak laki-laki yang malas
bekerja dan perempuanlah (istri) yang bekerja dan mencari nafkah.

Serta sekarang tidak sedikit mahar yang digunakan dalam perkawinan itu

berasal dari harta perempuan. Meskipun sudah beralih kepemilikan kepada



laki-laki melalui akad yang sah (akad hibah/pemberian), namun pada
dasarnya harta tersebut berasal dari pihak perempuan dan akan menjadi
milik pihak perempuan pula apabila setelah dilangsungkannya ljab Qabul.
Jawab: Ya kita kembalikan saja kepada hukum Allah karena jika kita
mengikuti akal pikiran kita ya salah kaprah namanya, apapun resikonya ya

terima saja yag penting tetap pada jalan yang benar dalam hal ini sesuai

dengan ilmu mawaris. Kalg arta itu dicari bersama atau malah

i bekefj’a:"l;xw(ar’@éﬁ— ‘nabi- pef bersabda sebagus-

'{/ P B
atks k.

perempuan ¢




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kyai Jalil Abdirahman, S.Ag.
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten

Lampung Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama
NPM

Fakultas

Surat keterangan ini dibuat CeERge Narnya agar dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Bangunrejo, 15 Oktober 2016

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ustad Aman Santoso, S.Pd.l.
Jabatan : Ustad Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten

Lampung Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

NPM

Fakultas

sebagaimana mestinya.

Bangunrejo, 15 Oktober 2016

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - Ustad Sanusi Ismail

Jabatan : Ustad Pondok Pesantren Roudlotul Jannah

Alamat : Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama
NPM

Fakultas

Surat keterangan ini dibuat

sebagaimana mestinya.

Bangunrejo, 15 Oktober 2016

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Ustad Alwi Rais
Jabatan : Ustad Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten

Lampung Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

NPM

Fakultas

sebagaimana mestinya.

Bangunrejo, 15 Oktober 2016

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ustad Saiful Anwar, S.Sos.
Jabatan : Ustad Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten

Lampung Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

NPM

Fakultas

sebagaimana mestinya.

Bangunrejo, 15 Oktober 2016

Responden



